BERITA DAERAH KOTA CILEGON

KOTA CILEGON

TAHUN : 2025 = NOMOR: 12

PERATURAN WALI KOTA CILEGON
NOMOR 12 TAHUN 2025
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA
KERJA PADA BADAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA CILEGON,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan
Daerah Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan
Wali Kota tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas
dan Fungsi, serta Tata Kerja pada Badan Daerah;
Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat Il Depok dan
Kotamadya Daerah Tingkat [I Cilegon (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang
Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010j;

4. Undang...




Menetapkan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72
Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 187 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6402);

Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 7 Tahun 2024
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2024 Nomor 7,

Tambahan Lembaran Daerah Kota Cilegon Nomor 121);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN WALI KOTA TENTANG KEDUDUKAN,
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA
KERJA PADA BADAN DAERAH.

BAB ...




BAD |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dealeur Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengai

B

'U'I

00

Daerah adalah Kota Cilegon.

Wali Kota acdalah Wali Kota Cilegon.

Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai uiisi
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memniimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

Peranglkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota
dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam
penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang merijaci
kewenangan Daerah.

Badan Daerah adalah Badan Daerah di Lingkungan
Pemerintal Kota Cilegon.

Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingleat ASH
adalah profesi bagi pegawai negeri eipil dan pegawa,
pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerija pacia
wustanst pemerintah,

Kompetensi teknis adalah pengetahuan, keteramypilan,
dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, daii
dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidavis
teknis jabatan.

Kompetensi mana jerial adalah pengetahuait,
keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat dianiaii,
divkur, dikembangkan untuk memimpin dan/atau
meingelola unit organisasi.

Kompetensi sosial kultural adalah pengetahuai,
keteranipilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamari,
diuk ur, dan dikembangkan terkait dengan pengalannai
berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam hal
agama, suku dan budaya, perilaky, wawasan
kebangsaan, etika, nilai-nilai, moral, ermosi dan
prinsip, yang harus dipenuhi oleh setiap 1-jemegang
Jabatan untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengait
peran, fungsi, dan jabatan.

10. Jabatar
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1L,

18,
19,

15.

Jabatan adalah kedudukan yang mernunjukkan fulngsi
tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hal seoranyg
Pegawai ASN dalam suatu satuan organisasi

Jabatan Manajerial adalah selkelompok jabatan yaiig
meniiliki fungsi meminipin unit orgamsasi dan menilill
pegawal vang berkeduduk an langsung di bawalinya
untuk mencapai tujuan organisasi.

Jabatexn Nonmanajerial adalah sekelompolk jabatari
vang renguiamalkan kompetensi yang bers:ifat telenis
sesual bidangnya dan tidak memiliki tanggung jawal
langsung dalam mengelola dan mengawasi ldnerja
pegawal.

Titelatur adalah sebutan nama jabatan struktural
Uraian Tugas adalah paparan atau rincian atas semis
tugas jabatan dan merupakan tugas yang dilakukan
oleh pemegang jabatan dalam memproses bahan kerja
menjadi hasil kerja dalam kondisi tertentu.

Sistermn Kerja adalah serangkaian prosedur dan taisa
kerja  yang membentuk suatu proses aktivitas
pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.

Aktivitas adalah serangkaian tindakan manajerial yang
dilakukan untuk menghasilkan keluaran dan dampalc
tertentu yang dilaksanakan sesuai dengan rencana

yang ditetapkeaur.

Pasal 2

Ruang Lingkup Badan Daerah dalam Peraturan Wali Kota ini

naeliputi:

a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Riset dan

Daerah:

Inovasi Daeral;

Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset
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Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Day-a
Manusia;
Badan Penanggulangan Bencana Daeraly; dan

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

EAE ...




BAB I
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISAS], TUGAS DAN
FUNGSI

Bagian Kesatu

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Riset dan

Inovasi Daerah
Paragraf Kesatu

Kedudulkan
Pazal 3

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Risel dan
Inovasi Daerah merupakan unsur penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Riset dan
Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dipimpin oleh seorang Jabatan Mana jerial tingkat tinggzi
dengan  Titelatur Kepala Badan  Perencarnaan
Pembangunan Daerah, Riset dan Inovasi Daerah yang
berk edudukan di bawah dan bertanggungjawaly kepads
Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

FPasal 4

Sekretariat dipimpin oleh seorang Jabatan Manajerizl
tingkat menengah dengan Titelatur Sekretaris yaing
berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah,
Riset dan Inovasi Daerah.

Bidang dipimpin oleh seorang Jabatan Manajerial
tingkat menengah dengan Titelatur Kepala Bidang yang
berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerals,
Riset dan Inovasi Daerah,

Sub Bagian dipimpin oleh seorang Jabatan Mana jerial
tingkat dasar dengan Titelatur Kepala Sub Bagian yang
berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepacla

Sekretaris.

(4) Jabatar ...




(4)

(1)

Jabatan Nonmanajerial berkedudukan . di bawah dan
bertanggungjawaly  kepada  Jabatan — Manajerial

berdasark an kedudukan di dalam peta jabatan.

Paragraf Kedua

Susunan Organisasi
Pasal 5

Susunan organisasi Badan Perencanaan Pembongunar

Daerah, Riset dan Inovasi Daerah terdirt atas:

a. Kepala Badars

b. Sekreteariat, imembawahkan Jabatan Mouniajerial
tingkat dasar dan Jabatan Nonmanajerial:

I, Sub Bagian Umum dan Kepegawaiai,
membawahkan Jabatan Nonmanajerial;

2. Sub Bagian Keuangan, membawahkan Jabaran
Nonrmanajerial;

3. Jabatan Nonmanajerial;

¢. Bidang Perercanaan, Pengendalian, dan Fvaluasi
Pembangunan Daerah, membawahlan Jabatan
Nonmana jerial;

d. Bidang Perencanaan Permerintahain dai
Pembangunan Manusia, membawahkan Jalbatzi
Nonmanajerial;

e. Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam,
nfrastruktur, dan Kewilayahan, membawal iz
Jabatan Nonmana jerial;

f Bidang Riset dan Inovasi Daerah, membawahlan
Jabatan Nonmana jerial;

Bagan Susunan Organisasi Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah, Riset dan Inovasi Daerah

sehagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum daiar

Lampiran [ yang merupakan bagian tidak terpisahlc an

dari Peraturan Wali Kota ini.

Paragraf..




Paragraf Ketiga

Tugas dan Fungsi
Pasal 6

(1} bBadan Perencanaan Pembangunan Daerah, Riset darn
Inovasi Daerah mempunyai tugas membantu Wali Kota
melalui  koordinasi  Sekretaris Daerah  dalam
melaksanakan fungsi periunjang urusan pemerintahar
yvang menjadi kewenangan Daerah dan tugas
pembantuan di bidang perencanaan serta bidang
penelitican dan pengembangan.,

() Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimalcsud
pada ayat (2), DBadan Perencanaan Pembarniguiar
Daerah, Riset dan Inovasi Daerah menjalankan fungei:
a. perencariaarl, perigendalian, dan evaluasi

pembangunan daeral;
b.  koordirnasi dan sinkronisasi DPECETICATIAA L

pembangunan daerah;

52

penelitian dan pengembangan daerah;

d. riset dan inovasi daerah;

e. pelaksanaan penunjang urusan pemerintahan
daerah kabupaten/kota; dan

f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali

Kota terkait dengan tugas dan lungsinya sesuai

peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Badan Pengetolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset
Daerah
Paragraf Kesatu

Kedudukan
Pasal 7
(1} Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Asst

Daerah  merupakan unsur penunjang = Urusan

Pemerintahan Daerah.

(2)Badan..




)

Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Asct
Daerah sebagainiana dimaksud pada ayat (1) dipinipin
oleh seorang Jabatan Manajerial tingkat tinggi dergai
Titelatur Kepala Badan Pengelolaan Keuangen,
Pendapatan, dan Aset Daerah yang berkeduduliein di
bawah dan bertanggungjawab kepada Wali Kota melahin
S elk vetaris Daeral

Pasal 8

v ekretariat dipimpin oleh seorang Jabatan Mana jerial
tingkat menengah dengan Titelatur Sekretaris yang
berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dai
Aset Daerah.

Bidang dipimpin oleh seorang Jabatan Manajerial
tingkat menengah dengan Titelatur Kepala Bidang yang
berkedudukan di bawah dan bertanggnungjavvab kepada
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dar
Aset Daerah.

Sub Bagian dipinipin oleh secrang Jabatan Mana jerial
tingkat dasar dengan Titelatur Kepala Sub Bagian yang
berk edudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada
Seleretaris.

Sub Bidang dipimpin oleh seorang Jabatan Manajerial
tmgkat dasar dengan Titelatur Kepala Sub Bidang yang
berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada
i{epala Bidang.

Jabatan Nonmanajerial berkedudukan di bawah dan
bertanggungjawab kepada Jabatan Mana jerial
berdasarkan kedudukan di dalam peta jabatar.

Paragraf. .




Paragrat Kedua

Susunan Organisasi

Pasal9

Susunan organisasi Badan Pengelolaan Keuangai,

Pendapatan, dan Aset Daerah terdiri atas:

-

el.

b

Kepala Badan;

Sekretariat, mernbawahkan Jabatan Manajeriai

tingkat dasar dan Jabatan Nonmana jerial:

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian,
membawahkan Jabatan Nonmanajerial;

2. Jabatan Nonmanajerial;

Bidang Anggararn, mermbawahkan Jabatax

Manajerial tingkat dasar dan Jabatai

Nonmana jerial:

1. Sub Bidang Penyusunan dan Pembinazaii
Anggarai, membawalikan Jabata
Nonmana jerial;

2. Sub Bidang Regulasi dan Perencanaan
Anggaran, membawahlan Jabaiz i
Nonmanajerial;

3. Jabatan Nonmanajerial,

Bidang Perbendaharaan Daerah, membawahlan

Jabatan Manajerial tingkat dasar dan Jabatai.

Nonrana jerial:

1. Sub Bidang Penunjang Pengelolaan Keuangan

Daerah, membawahkan Jabatan Nonmanajerial:

b2

Sub Bidang  Penatausahaan Keuangan,
membawahkan Jabatan Nonmana jerial;

3. Jabatan Nonmanajerial;

Bidang Perencanaan, Pengelolaan, dan Evaluasi
Pendapatan Daerah, membawahkan Jabatan
Mana jerial tingkat dasar dan Jabatai
Nonmana jerial:

L. Sk,




(2)

- 10-

1. Sub Bidang Perencanaan, Pengembangan, daii
Pengelolaan  Sistemm  Informasi  Pendapatiaii

Daerali, meimibawahkan Jabatan Nonmana jerial;

b

Sub Bidang Pengelolaan, Pengendalian, dan
Evaluasi Pendapatan Daerah, membawals lean
Jabatan Nonmana jerial;

3. Jabatan Nonmiana jerial;

f. Bidang Pengelolaan Barang Milik Daeral,
membawalhilzan Jabatan Manajerial tingkat dasar
dan Jabatan Nonmanajervial:

1. Sub Bidang Perencanaan dan Penatausahaan

Barang Milik Daerah, membawahkan Jabatarn

Nonmana jerial;

o

Sub Bidang Pemanfaatan clan

Pemindahtanganan Barang Milik Daerah,

membawahkan Jabatan Nonmana jerial;

3. Jabatan Nonmana jerial,

g bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerali,
mernbawahkan Jabatan Manajerial tingkat dasac
dan Jabatan Nonmanajerial:

1. Sub Bidang Kebijalkan dan Pembinacn

Alruntansi, membawahkan Jabaten
Nonmana jerial,

2. Bub Bidang Pelaksanaan Akuntansi dan
Pergeluaran, membawahkan Jabatan
Noninana jerial;

3. Jabatan Nommana jerial;
Bagan Susunan Organisasi Badan Pengelolaan
Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah sebagairnana
dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampican |
yang merupakan Dbagian tidale terpisahkan daii

[

Peraturan Wali Kota ini

Paragrat.
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Paragraf Ketiga

Tugas dan Fungsi
Pasal 10

{1) Badan Pengelolaan Keuarigan, Pendapatan, dan Asst
Daerah mempunyai tugas membantu Wali Kota melalui
koordinasi Selwetaris Daerah dalam melaksanalear
fungsi penunjang urusan pemerintaban yang menjadi
kewenangan Daerah dan tugas pembantuan di bidang
lkevangan sub  urusan pengelolaan  keuangsi
pendapatan, dan aset daerah.

(2) Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimalsud
pada ayat (2), Badan Pengelolaan Keuaiigan,
Pendapatan, dan Aset Daerah menjalankan fungsi:

a. pengelolaan keuangan daerah;

b. pengelolaan barang milik daerah;

c. pengelolaan pendapatan daerah;

d. pelaksanaan penunjang urusan pemerintalizan
daerah kabupaten/kota; dan

€. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali
Kota terkait dengan tugas dan fungsinya sesual

peraturan perundang-undangarn.

Bagian Ketiga
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia
Paragraf Kesatu
Keduduk an
Pagal 11

(1) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Days
Manusia merupakan unsur penunjang Urisan
Pemerintahan Daerah.

{2) Badaw: ...




Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin
oleh seorang Jabatan Manajerial tinglk at tinggi dengan
Titelatur Kepala Badan Kepegawaian dan
Pengembangan  Suraber Daya  Manusia  vang
b erlcedudukan di bawal dan bertanggungjawab kepada

Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
Pasal 12

sekretariat dipimpin oleh seorang Jabatan Manajerial
tingkat menengah dengan Titelatur Sekretaris yang
berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangar
Stunnber Daya lviamisia.

Bidang dipimpin oleh seorang Jabatan Manajerial
tinglkat menengah dengan Titelatur Kepala Bidang yang
berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia.

Bub Bagian dipirnpin oleh seorang Jahatan Manajerial
tingkat dasar dengan Titelatur Kepala Sub Bagian yang
berkedudukan di bawali dan bertanggungjawab kepadiz
Sekretaris.

Jabatan Nonmanajerial berkedudukan di bawah dan
bertanggungjawab kepada  Jabatan Marna jerial

berdasarkan kedudukan di dalam petajabatan.

Paragraf Kedua

Susunan Organisasi
Pasal 13

Susunan  organisasi Badan Kepegawaian  dan

Pengembangan Surnber Daya Manusia terdiri atas:

a. Kepala Badan,

b. Sekretariat, membawahkan Jabatan Manajerial
tingkat dasar dan Jabaftan Nonmana jerial:

I Sl -




(4)

1. Sub Bagian Umum dan  Kepegawaiar,

membawahkan Jabatan Nonmanajerial;

2. Sub Bagian Perencanaan, Evaluast, Pelaporai,
dan Keuangan, membawahlcan  Jabatan
Nonmana jerial;

3. Jabatan Nonmanajerial;

c. Bidang Pengadaan, Pemberhentian, dan Infocrniasi
Kepegawaian, membawalikan Jalat e
Nonmanajerial;

d. Bidang Mutasi, Promosi, Penilaian Kinerja Aparatus,
dan Penghargaan, membawahkan  Jabaiz

Nonmana jerial;

e

Bidang Pengembangan Kompetensi Aparatur,
membawahikan Jabatan Nonmana jerial;

Bagan Susunan Organisasi Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagaircana
dimaksud pada ayat {1) tercantum dalam Lampiran !
vang merupakan bagian tidak terpisahilcan  dari

Peraturan Wali Kota ini,

Paragraf Ketiga

Tugas dan Fungsi
Pasal 14

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Dava
Manusia mempunyai tugas membantu Wali Kota
melalui  koordinasi  Sekretaris  Daerah  dalam
melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintalian
vang menjadi kewenangan Daerah dan tueas
pembantuan di bidang kepegawaian servta pendidilz aun
dan pelatihan.

Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimal sud
pada ayat (2), Badan Kepegawaian dan Pengembangan
sSumber Daya Manusia menjalankan fungsi:

a. pengelolaan kepegawaian daerah;

b. pengembangar..




(3)

L. pengembangan sumber daya manusia;

c. pelak sanaan penunjang urusan pemerintahan
kabupaten/kota; dan

d. pelaksanacan fungsi lain yang diberilkkan olelh Wali
Kota terkait dengan tugas dan fungsinya sesuai

peraturan perundeng-undangan.

Bagian Keempat
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Paragraf Kesatu
Kedudukan

Pasal 15

Badan Penanggulangan Bencana Daerah merupalkan
unsur pelaksana Urusan Pemerintahan Daeral.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaiimaria
dimalksud pada ayat (1) dipimpiwleh seorang Jabatan
Mana jerial tingkat tinggi dengan Titelatur Kepala Badan
Perennggulangan Bencana Daerah yang berk edudulrarn
di bawah dan bertanggungjawab kepada Wali Kota yarig
secara ex-of]ficio dijabat oleh Sekretaris Daerah.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Badan
Penanggulangan Bencana Daerali  sebagairaans
dimaksud pada ayat (2}, Kepala Badan Penanggulangar
Bencana Daerah dibantu oleh Kepala Pelaksana.
Kepala Pelaksana dipimpin oleh seorang Jabatan
Manajerial tingkat tinggi dengan Titelatur Kepala
Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah
yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab

kepada Kepala Badan.

Pasal 16
Sekretariat dipimpin oleh seorang Jabatan Manajeriad
tingkat menengah dengan Titelatur Sekretaris yaug
berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada
Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana
Daeral.

(2} Bidang ..




(4)

-15-

Bidang dipimpin olch seorang Jabatan Manajerial
tinglkat menengah dengan Titelatur Kepala Bidang yang
berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada
Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Beinicana
Daerah.

Sub Bagian dipimpin oleh seorang Jabatan Manajeiial
tingkat dasar dengan Titelatur Kepala Sub Bagian vang
berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada
sekret 2 whs.

Selesi dipimpin oleh seorang Jabatan Manajerial tingleat
dasar dengan  Titelatur Kepala  Seksi  vaig
berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada
Kepala Bidang .

Jabatan Nonmanajerial berkeducdukan di bawah dan
bertanggungjawab  kepada  Jabatan  Manajericil

berdasarkan kedudukan di dalam petajabatan.

Paragrat Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 17

susunan organisasi Badan Penanggulangan Bencaia
Daerah terdirt atas:

a. Kepala Pelaksana;

L. Sekretariat, membawahkan Jabatan Manajerial

tingkat dasar dan Jabatan Nonmana jerial:

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian,
membawahkan Jabatan Nonmana jerial;

2. Sub Bagian Perencanacswn, Evaluasi, dan
Pelaporan, membawahkan Jabatan
Nonmana jerial;

3. Sub Bagian Keuangan, membawahkan Jabataii
Nonmana jerial;

4. Jabatan Nonmana jerial.

c. Bidang ..




¢

gl
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Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaax,,
membawcihian Jabatan Manajerial tingkat dasac
dan Jabatan Nonmanajerial:

1. Seksi Pencegahan Bencana, membawzahan

Jabatan Nonmana jerial,

B

Seksi Kesiapsiagaan Bencana, membawahlas

Jabatan Nonmana jerial;

3. Jabatan Nonmanajerial

Bidaing Kedaruratan dan Logistik, membawahkz

Jabatan Manajerial tingkat dasar dan Jabaizn

Nonmana jerial:

1. Seksi Kedaruratan Bencana, rmembawalil an
Jabatan Nonmana jerial;

2. Seksi Logistik Kedaruratan Bencana,
membawahkan Jabatan Nonmana jerial;

3. Jabatan Nonmanajerial;

Bidang Rehahbilitasi dan Rekonstrukasi,

membawhkan Jabatan Manajerial tingk at dasar

dan Jabatan Nonranajerial:

l. Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bencana,

membawahkan Jabatan Nonmanajerial;

2. Seksi Sistem Dasar dan Layanan Informasi
Bencaria, membawahkan Jabatari
Nonmana jerial;

3. Jabatan Nonmanajerial;

Bagan Susunan Organisasi Badan Penanggulangan

Bencana Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

tercantum dalam Lampiran | yang merupakan bagiai

tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kotz ini.

Paragraf ...
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Paragraf Ketiga
Tugas dan Fungsi
Pasal 18
Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempuiiyai
tugas membantu Wali Kota melalui koordinasi

Sekretaris Daerah  dalam melaksanakan urusan

peimerintahan yang menjadi kewenangan Daerah darn

tugas pembantuan di bidang ketentraman dan

ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub

urusan k ebencanaarsi.

Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimalesud

pada ayat (2), Badan Penanggulangan Bencana Daerah

menjalankan fungsi

a. perumusan dan penetapan kebijal:
penanggulangan bencana dan  penanganan
perigungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efeiztii
dan efisien sesuali lingkup kewenangannya;

b. pelaksanaan standar pelayanan minimal sub
urusan bencana dan tugas dukungan teknis

penanggulangan bencana sesuai dengan linglup

kewenangannya;

c. penetapan pedoman dan pengarahan sesuai dengan
kebijakan pemerintah daerah dan badan nasional
penanggulangan bencana terhadap usahia
penanggulangan bencana yang mencaliup
pencegahan  bencana, penanganan  darurai,
rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil da
setara;

d. pengoordinasian pelaksanaan legiatan

penanggulangan  bencana  secara  lerencana,
terpadu, dan menyeluruh;

€. penyusunan, penetapan, dan penyebarluasan
informasi peta rawan Dbencana dan peta risiko
bencana;

f. penyusunan ...




f. penyusunain dan penetapan prosedur tetap
penangan<n bencana;

g.pelaporan penyelenggaraan penanggulangan
bencana kepada Iz epala daerah setiap sebulan sel ali
dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondizi
darurat bencana;

h. pengendalian pengumpulan dan penyalurarn uang
dan barang;

i. pertanggungjawaban penggunaan anggaran yang
diterima dari anggaran pendapatan belanja daerals;

j.  pelaksanaan kewajiban lain sesuai dengait
ketentuan peraturan perundang-undangan;

k. pelaksanaan kebijakan sesunai dengan lingkup
tugasnya;

1L pemantauvan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan
tugas sesuai dengan lingkup tugasnys,

m. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan
lingkup tugasnya,; dan

n. pelaksanaan pénunjang urusan  pernering alua
kabupaten/kota; dan

o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali
Kota terkait dengan tugas dan fungsinya sesuai

peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Paragral Kesatu
Keduduk an
Pasal 19
Badan Kesatuan Bangsa dan Politilk merupakan vingue

pelaksana Urusan Pemerintahan Unium.

(2) Baden. .
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Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana
dimaksud pada ayat (1} dipimpin oleh seorang Jabatar
Manajerial tingkat tinggi dengan Titelatur Kepala Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik yang berkedudukas: i
bawah dan hertanggungjawab kepada Wali Kota melalui

Sekretaris Daerah.
Pasal 20

Sekretariat dipimpin oleh seorang Jabaitan Manajerial
tingkat menengah dengan Titelatur Sek retaris vang
berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Bidang dipimpin oleh seorang Jabatan Manajerial
tingkat menengah dengan Titelatur Kepala Bidang yvang
berkedudukan di bawah dan bertanggungjawah kepada
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Sub Bagian dipimpin oleh seorang Jabatan Manajerial
tingkat dasar dengan Titelatur Kepala Sub Bagian yauy
berkedudukan di bawah dan berteinggungjawab kepada
sekretaris.

Jabatan Nonmanajerial berkedudukean di bawal dan
bertanggungjawab kepada Jabatan Maia jeris!

berdasarkan kedudukan di dalam peta jabatan.

Paragraf Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 21

Susunan organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik terdiri atas:

Kepala Badan,
b. Sekretariat, membawahkan Jabatan Manajerial

tingkat dasar dan Jabatan Nonmana jerial:

1. Sub  Bagian Umum dan Kepegawaian,

membawahkan Jabatan Nonmana jerial;

2. Jabatan ...




(1)

2. Jabatan Nonmana jerial;

¢. Bidang Bina Ideologi Pancasila dan Karalcer
Kebangsaan, membawahkan Jabatai
Nonmana jerial;

d. Bidang Politik Dalam Negeri dan Kehidupan

Demokrasi, membawahkan Jabatan Nonmana jerial;

1

Bidang Kewaspadaan Dini, Penanganan Konfh,
Organisasi Kemasyarakatan, dan Ketahanan
Fkonomi, Sosial, dan Budaya, membawahlan
Jabatan Nonmanaijerial;

Bagan Susuncain Organisasi Badan Kesatuan Bangsa
dan Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (i)
tercantum dalam Lampiran | yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Paragraf Ketiga

Tugas dan Fungsi
Pasal 22

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas
membantu Wali Kota melalui koordinasi Sekretaris
Daerah dalam melaksanakan urusan pemerintabian
yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas
pembantuan di bidang pemerintahan umum,

Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimals sl

pada ayat (2), Badan Kesatuan Bangsa dan Politilk

men jalankan fungsi:

a. penguatan ideologi pancasila dan karakier
lkebangsaan,;

b, peningkatan peran partai politik dan lembaga
pendidikan  1melalui  pendidikan  politik  dan
pengembangan etika serta budaya politik;

c. pemberdayaan dan pengawasan organisasi
kemasyarakatan;

d. pembiriaan ...




. pembinaan dan  pengembangan ketahanarn
ekonomii, sosial, dan budaya,

e. peningkatan kewaspadaan nasional dai
peningkatan kualitas dan fasilitasi penangarnan
konflilke sosial

{. pelaksanaan penunjang urusan pemerintahsi

kabupaten/kota; dan

o

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali
Kota terkait dengan tugas dan fungsinva sesuai

peraturan perundang-undangan.
Pasal 23

Uraian Tugas Jabatan Manajerial pada Badan Daeral
tercantum dalam Lampiran Il yang merupakan bagiain
tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ind.

Uraian Tugas Jabatan Nonmana jerial berpedoman pada

ketentuan peraturan perundang-undangan,

BAB 11
TATA KERJA

Pasal24

Jabatan Manajerial dan Jabatan Nonmanajerial wa jib
menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinlcronisasi,
dan simplifikasi dalam menjalankan tugasnya.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimalksudd
pada ayat (1), Jabatan Manajerial dan Jabatay
Nonmanajerial wajib mengacu pada proses bisnis seria
standar operasional prosedur yang ditetapkan dengain
tetap memperhatikan pelaksanaan sistem kerja sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangari.

Pasal 25

Setiap  Jabatan Mara jerial bertanggungiawals
memimpin dan mengoordinasikan setiap pegawairya
dan memberikan bimbingan, pedoman, dan/atau
arahan dalam pelaksanaan tugas.

(2) Setiap




(1)

(2)

Setiap  Jabatan  Manajerial wajib  rmengawas
pelaksanaan tugas setiap pegawainya, dan apabila
terjadi  penyimpangan wajib mengambil langlcab.-
langkah wvang diperlukan berdasarkan ketentuian
peraturan perundang-undangail

Pagal 26
Dalam  hal Jabatan  Manajerial  berhalarigan
mielaksanakan tugas, untuk pertama kali diwakilkan
kepada 1 (satu) orang pejabat satu tingkat di bawahnva
atau dapat rnemerintahkan Jabatan Nonmanajerial
untuk Dbertindak atas nama Jabatan Manajerial
dirmaksud.
Dalam hal mewakili, sebelum melaksanakan tugas yvang
diwalcdlkan wajib mengkaji skala prioritas dan tingkat
urgensi permasalahan serta etika birokrasi yang
berlaku.
Setelah melaksanalkan tugas yang diwaldili, pejabead
yvang mewakili wajib melaporkan secara berjenjary
kepada pemberi tugas baik secara tertulis maupun

secara lisan.

BABIV
PEMBENTUKAN UPTD

Pasal 27
Pada Badan Daerah dapat dibentuk UPTD uniuil
melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau
kegiatan teknis penunjang tertentu,
Kriteria pembentukan UPTD  berpedoman pads
ketentuan  peratuiran  perundang-undangan  yauag
berlaku
Pembentulcan UPTD sebagaimana dimaksud pada avyai
{1) dan ayat (2} ditetapkan dengan Peraturan Wali Koia
setelah  dikonsultasikan secara tertulis kepada

Gubernur.

BAB ...




(4)

(1)
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BABV
KEPEGAWAIAN

Pasal 28

Badan Daerah diisi oleh Jabatan Manajerial dan
Jabatan Nonmanajerial sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pengisianjabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
wajib memenuhi kompetensi dan persyaratan jabatan
serta memperhatikan hasil analisisjabatan dan analisis
beban kerja.

Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
terdiri atas:

a. kompetensi teknis;

b. kompetensi manajerial; dan

¢. kompetensi sosial kultural.

Persyaratan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) paling sedikit terdiri atas :

a. pangkat;

b. kualifikasi pendidikan;

¢. jenis pelatihan;

d. ukuran kinerja jabatan; dan

e. pengalaman kerja.

Dalam hal kewajiban memenuhi kompetensi bagi
Jabatan Manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) belum dapat dipenuhi, pemenuhan kompetensi
wajib dilakukan paling lama 3 ({tiga)] tahun sejak
menduduki Jabatan Manajerial.

Pasal 269

Kepala Badan Daerah dan Kepala Pelaksana pada
Badan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan
jabatan eselon IIb atau Jabatan Pimpinan Tinggi
Pratama.

Sekretaris merupakan jabatan eselon Illa atau Jabatan
Administrator.

Kepala Bidang merupakan jabatan eselon Illb atau
Jabatan Administrator.

Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang, dan Kepala
Seksi merupakan jabatan eselon [Va atau Jabatan
Pengawas.

{5) Jenjang ...
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(5) Jenjang dan kepangkatan Jabatan Nonmanajerial
berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Pasal30
Jabatan Manajerial dan Jabatan Nonmanajerial diangkat
dan diberhentikan oleh Wali Kota sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
BAB VI
PENDANAAN
Pasal 31

Pendanaan Perangkat Daerah bersumber dari:

a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan

b. Sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan

perundang-undangan.
BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 32

(1) Pejabat yang telah menduduki jabatan Manajerial
sebelum Peraturan Wali Kota ini berlaku, tetap
melaksanakan tugas dan fungsi sampai dengan
dilaksanakannya pengangkatan pejabat Manajerial
berdasarkan Peraturan Wali Kota ini.

(2) Dalam hal belum dilaksanakan pengangkatan pejabat
Mana jerial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk
pengisian jabatan Manajerial dilakukan melalui surat
perintah pelaksana tugas dengan mencantumkan
jabatan sebelumnya dan dapat diberikan hak-haknya
sebagai pegawai ASN sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal33

{1) Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku:

a. Peraturan Wali Kota Nomor 25 Tahun 2022 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi, serta Tata - Kerja Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah, Penelitian dan
Pengembangan (Berita Daerah Kota Cilegon Tahun

2022 Nomor 25};
b. Peraturan ...




b, Peraturan Wali Kota Nomor 26 Tahun 2022 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi, serta Tata Kerja Badan Pengelolazaii
Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah (Berita
Daerah Kota Cilegon Tahun 2022 Nomor 26);

&

Peraturan Wali Kota Nomor 27 Tahun 2022 tentarng

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan

Fungsi, serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan

Pengembangan Sumber Daya Manusia (Beriia

Daerah Kota Cilegon Tahun 2022 Nomor 27);

d. Peraturan Wali Kota Nomor 9 Tahun 2022 tentaig
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi, serta Tata Kerja Badan Penanggulangari
Bencana Daerah {Berita Daerah Kota Cilegon Taliur
2022 Nomor 9);

e. Peraturan Wali Kota Nomor 30 Tahun 2022 tentang

Kedudukan, Susunan Orgamsasi, Tugas dan

Fungsi, serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa

dan Politik (Berita Daerah Kota Cilegon Tahun 2022

Nomor 30},

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 34

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal

diundanglkan.

Agar ..




- 26-

Agar setiap orang mengetahuinya,

memerintahkan

pengundangan  Peraturan Wali Kota ini dengan

penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cilegon.

Ditetapkan di Cilegon

pada tanggal 25 MAret 2025
WALI KOTA CILEGON,

ttd

ROBINSAR

Diundangkan di Cilegon

pada tanggal 25 Maret 2025

SEKRETARS=EB®ER AH KOTA CILEGON,
QNTA

BERITA TA CILEGON TAHUN 2025 NOMOR

12




BAGAN SUSUNAN ORGANISAS! PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, RISET DAN INOVASI DAERAH

LAMPIREAD I
PERPATURAN WALI XOTA CILE 3¢

NOMORI2TAHUN 2025

TENTANG

KEDUDUEKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI

KERJA PADA BADAN DAERAH

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH, RISET DAN INOVAS| DAERAH

SEKRETARIS

-

SUB BAGIAN UMUM DAN
KEPEGAWAIAN

SUB BAGIAN KEUANGAN

JABATAN NONMANAJERIAL

JABATAMN NONMANAJERIAL

JABATAN MONMANAJERIAL

L]

W.c;zm RISET DAL INOVAS]

q

DAERAH

BiDANG PEREKONOMIAN,
SUMBER DAYA ALAL,
INFRASTRUKTUR DAN

KEWILAYAHAN

BIDANG PERENCANAAN
PEMERINTAHAN DAN
PERBANGUNAN MANUSIA

BIDANG PERENCANAAN,
PENGENDALIAN DAN
EVALUASI PEMBANGUNAN
DAERAH

JABATAIT HONMANAJERIAL

JABATAN NONMADNAJERIAL

JABATAN MOMNMANAJERIAL

JABATAN NONMANAJERIAL

LIETEN
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SADAY PENGELOLAAN KEUANTAN,
PEDNLCAPATAN, DAK ASET DALRAH
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BAGAN SUSUNAN OCRGANISASI PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

BADAN KEPEGAWAIAAN DAN
PENGEMBANCAN SUMBER DAYA
MANUSIA

SEKRETARIAT
_ _
KEPEGAWAIAN L ¥
KEUANGAN NONMANAJERIAL
JABATAN JABATAN
NONMANAJERIAL NONMANAJERIAL

BIDANG PENCADAAN,
PEMBERHENTIAN, DAN
INFORMASI KEPECAWAIAL

BIDANG MUTASI, PROMOSI,
PENILAIAN KINERJA APARATUR,
DAN PENCHARGAAN

JABATAN
NONMANAJERIAL

JABATAN
NONMANAJERIAL

BIDANG PENCEMBANCAN
KOMPETENSI APARATUR

JABATAN _
NONMANAJERIAL —

PRSI




BACAN SUSUNAN ORGANISASI PADA RADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
BADAN
PENANGGULANGAN
- BENCANA DAERAH
SEKRETARIAT |
M
_ _ i 1
SUB BAGIAN
SUB BAGIAN UMUM PERENCANAAN, SUB BAGIAN JABATAN
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JABATAN JABATAN JABATAN
NONMANAJERIAL NONMANAJERIAL | NONMANAJERIAL
_
[ I 1
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BADAN KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK

SEKRETARIAT
. |
_ |
5UB BAGIAN UMUM DAN JABATAN
KEPEGAWAIAN NONMANAJERIAL
JABATAN
NONMANAJERIAL
u _ |
BIDANG BINA IDEOLOGI ] . . BIGANG KEWASPADAAN DIMI,
PANCASILA DAM KARAKTER BIDANG POLITIK DALAM NEGERI PENANGANAN “ONFLIK, ORGANISASI
KEBANG SAAN DAN XEHIDUPAN DEMOKRASI KEMASYARAKATAN, DAN KETAHANAN
M EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA
m “_
JABATAN NONMANAJERIAL JABATAN NONMANAJERIAL JABATAN NONMANAJERIAL
_ WALI KOTA CILEGON
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